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ABSTRACT 
 
THE EVALUATION OF TOTAL WAGE ASSESSMENT  
FROM PRODUCTION EMPLOYEES 
IN 2009 
(Case Study of PT Djitoe Indonesia Tobako, Surakarta) 
 
CHRISTIANA SUCI NURANI 
F 1307528 
 
Wages are fundamental problems in the affairs employement and 
industrial relations in Indonesia. In various industrial actions and 
demonstrations, wages are always included in the top list of demands for action. 
Along the higher level of industrializations, wages are an increasingly important 
source of income. Wages are fringe benefit provided by companies to its workers. 
The purpose of this study is to determine total wage setting production 
employees of PT Djitoe Indonesia Tobako in 2009 and for know the total wages 
given by company a decent wage for production employees. 
Total wages in this study refers to the amount of principal wages plus a 
fixed allowance, and non-fixed allowance. The need to live decent life based on 
the needs must be met by the workers and their families in order measured with 
reasonable living needs in accordance with 46 components Regulation of the 
Minister of Manpower and Transmigrations Number : Per-17/Men/VIII/2005. 
 
Keyword : Total Wage, KHL, UMK 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. LATAR BELAKANG 
Upah merupakan persoalan mendasar dalam urusan 
ke t enagakerjaan dan hub ungan ind us t r ial di Indonesia. Dalam 
berbagai aksi indust rial dan demons t r asi bur u h, upah selalu 
masuk dalam da f t a r t e ra t as t un t u t an  aksi. Seiring tingka t  
indus t rialisasi yang semakin tinggi, upah merupakan sumber 
pendapa t an yang semakin pen ting. Upah adalah balas jasa yang 
diberikan oleh per u sahaan kepa da para pekerjanya. Men u r u t  
Un dang-Undang Nomor 13 tah un 2003 ten t ang Ke t enagakerjaan, 
upah adalah hak pekerja/bu r u h yang di t e rima dan dinya t akan 
dalam ben t uk uang sebagai imbalan dari pengusaha a t a u pemberi 
kerja kepada peker ja/bu r u h yang di t e t apkan dan dibayarkan 
menur u t sua t u perjanjian kerja, kesepaka tan, a t a u pera t u r an 
per un dang-undangan, t e rmasuk t unjangan bagi pekerja/bu r u h 
dan keluarganya a t a s sua t u pekerjaan dan/a t a u jasa yang te lah 
a t a u akan dilakukan. Pekerja/bu r u h merupakan salah sa t u 
elemen yang menjadi t ujuan pembangunan ekonomi nasional. 
Oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 13 tah un 2003 
pasal 88 Aya t (1) dan (2) menyebu tkan  bahwa, pekerja/bu r u h 
berhak memperoleh  penghasilan yang memenuhi penghidu pan 
yang layak bagi kemanusiaan dan un t uk mewujudkan penghasilan 
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
sebagaimana dimaksu d, pemerin t a h mene t apkan kebijakan 
pengupahan yang melindungi pekerja/bu r u h.  
 
1 
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P riyono (2002), menyebu tkan bahwa upah merupakan 
f enomena  yang meliba tkan bu r u h dan pengusaha, kebijakan 
upah ( te rmasuk di dalamnya: kebijakan upah minimum), har us 
memper timbangkan kepen tingan bu r u h dan pengusaha se c a ra 
bersama-sama. Dalam kon t eks ini, upah yang “adil” bukanlah 
upah yang menjamin bur u h mampu  memenu hi kebu t u h an 
hid upnya, melainkan upah yang tepa t sama dengan kon t ribusi 
bu r u h t e r ha dap perusahaan a t a u pro d u k tivi tasnya. Dil ma dalam penen t u n u ah min mum bergerak un t uk 
meningka tkan kesejah t e raan dan usaha un t uk memper t a hankan 
daya ta rik inves t asi da ri berbagai indus t ri. Banyak indus t ri yang 
t i dak memenuhi, t e ru t ama yang tergolong low paid workers karena 
kesuli t an-kesuli t an nya t a yang menyebabkan keun t ungan yang 
t i dak memadai. Se tiaji (2008) dalam ar t ikelnya menulis bahwa 
upah minimum selalu bera da di belakang upah riil. Undang-
Un dang Nomor 13 Tah un 2003 ten t ang Ke t enagakerjaan 
mengamana tkan bahwa upah minimum yang di t e rima bu r u h 
sehar usnya mampu memenuhi Kebu t u h a n Hidup Layak. Undang-
Un dang ini kemudian di t e rjemahkan dalam pera t u ran Men t e ri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Pe r-
17/Men/VIII/2005 ten t ang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 
P en capaian Kebu t u han Hidup Layak, yang menga t u r bahwa 
Upah Minimum di t e t apkan oleh kepala dae rah dalam hal ini 
G ubern ur/Bupa ti/Waliko t a se t elah mendengar saran dan 
per timbangan dari d ewan pengupahan  yang melakukan su rvei 
Kebu t u h an Hidup Layak (KHL). 
Upah minimum menunjukkan ar ti dan peran pen ting
kerja/bu r u h sebagai subsis t em d lam sua t u sis t em kerja, d an
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melindungi kelompok kerja dari adanya sis t em pengupahan yang 
sanga t ren dah yang dapa t merugikan pekerja yang jumlahnya 
sanga t banyak, ser t a  mendorong kemungkinan diberikannya upah 
yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan se tiap peker ja. 
Upah minimum juga ber f ungsi mengusahakan t e rjaminnya 
ke t enangan dalam organisasi kerja a t a u per usahaan yang 
merupakan t ujuan u t ama seseorang bekerja un t uk memenuhi 
kebu t u h an hidup  (Soedar djadi dalam Kho timah, 2009). 
Sedangkan dalam Pera t u ran Men t e ri Tenaga Kerja Nomor : P e r-
01/Men/1999 ten t ang Upah Minimum, dalam pasal 1 aya t  (1) 
menyebu tkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan 
t e r en dah yang te r d iri dari upah pokok t e rmasuk t unjangan 
t e t ap. 
D alam keadaan apapun, sebuah per usahaan memiliki 
komi tmen un t uk memperoleh keun t un gan usaha agar dapa t  
t e t ap hidup. Tanpa keun t ungan, mereka t i dak dapa t memberikan 
daya ta rik yang cukup un t uk para inves to r. Oleh karena it u , 
sebuah perusahaan bisa jadi tidak membayar karyawannya lebih 
besar daripada apa yang diberikan karyawan dalam ben t uk 
pro d uk tivi tas.  
P e r usahaan rokok merupakan salah s t u per us haan yang
banya  menyerap t enaga kerja, dimana para pekerja sanga t  
dibu t u hkan un t uk  kelangsungan proses pro d uksi. Semakin 
banyaknya t enaga ke rja yang diserap oleh perusahaan, maka 
semakin besar pula biaya yang harus dikelua rkan oleh perusahaan 
a t a u imbalan yang biasa disebu t sebagai upah yang merupakan 
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t imbal balik a t as jasa yang telah diber ikan karyawan kepad a 
per usahaan. Bagi per usahaan, upah merupakan salah sa t u 
komponen biaya pro d uksi. Un t uk meningka tkan keun t ungan 
per usahaan, dapa t di t empuh dengan menekan biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh per usahaan, salah sa t unya yai tu biaya t enaga 
kerja. Oleh karena i t u, per usahaan cend er ung menekan upa h 
karyawan, sebaliknya bagi karyawan, upah merupakan salah sa t u  
sumber pendapa t an, sehingga karyawan cender ung menun t u t  
upah yang tinggi un t uk memenu hi segala kebu t u h an hidupnya.  
Salah sa t u t ugas yang sanga t sulit  bagi manajemen 
personalia perusahaan adalah un t uk menyusun sua t u s t r u k t u r  
upah yang memenuhi persyara t an adil a t a u layak. Isu upah di 
Indonesia adalah t e n t ang upah rendah, upah minimum tidak 
100% kebu t u h an hidup layak (KHL), upah lebih rendah daripa d a 
biaya hidup. Menu r u t ca t a t an Badan Pusa t S t a tis tik yang 
diku tip oleh Apindo  (2009), ra t a-ra t a upah bu r u h indus t ri rokok 
per bulan pada kuar t al IV/2008 upah  nominalnya sebesar  Rp 
785.824,- per bulan, sedangkan pada  kuar t al I/2009 upah 
nominalnya t u r un menjadi Rp 783.511,- per bulan. Hal ini 
menunjukkan adanya penur unan upah nominal sebesar 0,29%. 
P T Dji oe Indo esia Tobako merupakan salah sa t u
per usahaan rokok yang te r dapa t di ko t a Surakar t a  dimana 
dalam menjalankan proses pro d uksi, memerlukan t enaga ke rja 
yang tidak sediki t. Sehingga biaya t enaga kerja ber upa upah yang 
ha r us dikeluarkan oleh PT Dji toe Indonesia Tobako juga 
t i daklah sediki t.   
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Berdasarkan la t a r belakang di a t as, peneli ti memberi jud ul 
“Evaluasi Penetapan  Upah Total Karyawan Bagian Produksi Tahun 
2009 (Studi Kasus pada PT Djitoe Indonesia Tobako, Surakarta)” 
 
 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan la t ar belakang masalah t e rsebu t di a t as, 
r umusan masalahnya adalah: 
1. Bagaimana pene t apan upah to t al karyawan bagian prod uksi 
P T Dji t oe Indonesia Tobako t a h un 2009? 
2. A pakah pene t apan upah to t al karyawan bagian pro d uksi PT 
Dji toe Indonesia Tobako tah un 2009 mer upakan upah yang 
layak?  
C. TUJUAN PENELITIAN 
T ujuan dari peneli tian ini adalah: 
1. Un t uk menghi t ung pene t apan upah to t al karyawan bagian 
pro d uksi         PT Djit o e Indonesia Tobako pada t a h un 2009. 
2. Un t uk menghi t ung upah to t al yang diberikan oleh perusahaan  
merupakan upah yang layak bagi karyawan bagian pro d uksi. 
 
D.  MANFAAT PENELITIAN 
D engan adanya peneli tian ini, penulis berharap dapa t  
memberikan man faa t  kepada beberapa pihak, an t a ra lain: 
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1.  Bagi Akademisi 
D apa t menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu 
penge t a h uan di bidang ekonomi dan juga dapa t digunakan 
sebagai re fe rensi un t uk bahan peneli tian selanju tnya. 
 
 
2. Bagi Per usahaan 
 Un t uk memberikan masukan kepada per usahaan t en t ang 
pene t apan upah to t al yang layak bagi karyawannya, khususnya 
karyawan pada bagian pro d uksi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. KOMPENSASI 
1. Pengertian Kompensasi 
M a t his, Rober t L dan J o hn H. J a ckson (2002) dalam 
bukunya mengungkapkan, kompensasi to t al mencakup uang 
yang dibayarkan langsung (seper ti upah dan gaji) dan 
dibayarkan seca ra t idak langsung (seper ti t unjangan). Gaji, 
merupakan bayaran  yang konsis t en dari sa t u periode ke 
periode lain dengan tidak memandang jumlah jam kerja. 
Ter dapa t pula gaji variabel, yai t u kompensasi yang dikai tkan 
d engan kinerja individ u, kelompok, a t a upun kinerja organisasi, 
gaji variabel ini t e r diri dari : (a) insen ti f, merupakan 
kompensasi yang diberikan kepada  seluru h karyawan 
ber dasarkan seberapa baik kinerja organisasi seca r a 
keselur u han pada  tah un t e rsebu t ,  (b) bonus,  yait u  
pembayaran seca ra sa t u kali yang tidak menjadi bagian dari  
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gaji pokok karyawan, dan (c) komisi, mer upakan kompensasi 
yang diperhi t ungkan sebagai persen t a se penjualan dalam 
ben t uk uni t a t a u nilai uang. Sedangkan upah, merupakan 
bayaran kerja seca ra langsung dihi t ung ber dasarkan jumlah 
wak t u kerja. Sedangkan, t unjangan, merupakan imbalan tidak 
langsung yang diberikan kepada seorang karyawan a t a u  
sekelompok karyawan sebagai bagian dar i dari kenggo taannya 
di perusahaan seper ti asuransi keseha t an, uang cu ti, a t a u  
uang pensiun.  
Beriku t ini t e r dapa t  berbagai macam penger tian upa h 
a t a u kompensasi, an t ara lain: 
1. Un dang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 ten t ang 
Ke t enagakerjaan, menyebu tkan dalam Bab I Pasal 1 Aya t  
(1) bahwa upah ada lah hak pekerja/bu ru h yang di t e rima 
dan dinya t akan dalam ben t uk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha a t a u pemberi kerja kepada pekerja/bu r u h yang 
di t e t apkan dan dibayarkan menur u t sua t u perjanjian kerja, 
kesepaka t an, a t a u  pera t u ran perun dang-undangan, 
t e rmasuk t unjangan bagi pekerja/bu r u h  dan keluarganya 
a t as sua t u pekerjaan dan/a t a u jasa yang telah a t a u akan 
dilakukan. Penger tian mengenai upah menur u t Undang-
Un dang Nomor 13 Tah un 2003 ten t ang Ke t enagakerjaan 
inilah yang digunakan dalam peneli tian. 
2. Kompensasi merupakan sesua t u yang diterima karyaw
sebagai penukar da ri kon t ribusi jasa mereka pa da 
per usahaan (Kei th Davis dan Wer t h e r dalam 
M angkuprawira, 2003). 
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3. Simamora (2006) mengar tikan kompensasi sebagai semua 
ben t uk kembalian (return) finansial, jasa-jasa berwujud, dan 
t u njangan- t unjangan yang diperoleh karyawan sebagai 
bagian dari imbalan yang tidak hanya bersi fa t mone t e r  
a t a u eks t rinsik, t e t api juga pada t ujuan- tujuan in t rinsik 
organisasi, seper ti pengakuan, kesempa t an un t uk promosi, 
dan kesempa t an kerja yang lebih menan t a ng. 4. B gi pekerj , upah merupakan sumber pendapa t an yang 
dapa t digunakan unt uk memenuhi kebu t u h an hidupnya. 
Oleh karena i t u, sesuai dengan t ujuan seseorang bekerja, 
maka melalui peningka tan upah kesejah t e raan seseorang 
dapa t di tingka tkan. Sebab apabila upah semakin besar, 
maka makin besar pula peluang seseorang un t uk dapa t  
memenuhi dan memperbaiki tingka t hid upnya, seper ti 
pemenu han kebu t u han akan sandang, pangan, papan, 
keseha t an, rekreasi dan lainnya. Semen t a ra i t u bagi 
pengusaha, upah merupakan biaya pro d uksi. Oleh 
karenanya, se tiap t e rjadi peningka tan upah maka akan 
t e rjadi peningka tan biaya (Suwar t o dalam Umar 2010). 
 
2.  Upah Minimum 
Pasal 89 aya t 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
dalam    aya t 1 menyebu tkan bahwa upah minimum te r diri a t as 
(a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi a t a u 
kabupa t en/ko t a, (b) upah minimum ber d asarkan sek to r pada  
wilayah provinsi a t au kabupa t en/ko t a.  Hasil survei yang 
dilakukan oleh Aka tiga (2009) memperliha tkan bahwa 
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penghasilan to t al bu r u h dan U MK tidak pernah dapa t  
memenuhi kebu t u h an hidupnya. Ke tidakmampuan upah 
minimum un t uk memenuhi kebu t u han hidup layak 
menyira tkan beberapa hal yang seca ra langsung menyen t u h  
kepen tingan bu r u h, pengusaha dan pemerin t a h sekaligus. 
 
3. Upah Layak 
Upah layak mengac u pada upah pokok un t uk seorang 
pekerja dengan jam s t an dar yang dapa t memenuhi kebu t u ha n 
hid up layak dan memberikan kemampuan menab ung. Un t uk 
Indonesia, jam kerja s tan dar adalah 40 jam per minggu. Jika 
pengusaha mempekerjakan pekerja/bu ru h melebihi wak t u  
kerja yang di t e t apkan, maka pengusaha wajib membayar upah 
kerja lembur. P riyono (2002), menyebu tkan bahwa upah merupakan 
f enomena  yang meliba tkan bu r u h dan pengusaha, kebijakan 
upah ( te rmasuk di dalamnya: kebijakan upah minimum), harus 
memper timbangkan kepen tingan bu r u h dan pengusaha se ca r a 
bersama-sama. Dalam kon t eks ini, upah  yang “adil” bukanlah 
upah yang menjamin bur u h mampu memenu hi kebu t u h an  
hid upnya, melainkan upah yang tepa t sama dengan kon t ribusi 
bu r u h t e rha dap per usahaan a t a u prod uk tivi tasnya. Upah 
yang adil adalah upah minimum yang menjamin kebu t u h a n 
yang esensial bagi kehid upan yang manusiawi (Tom Guna di 
dalam Surya tmono, 2006).  
P eli tian Surya tmono (2006), e ya t kan bahwa upa h
p r  pekerja di sekt o r indus t ri masih di bawah kebu t u h a n 
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fisik minimum namun, bila upah t e rsebu t disa t ukan dengan 
f asili tas lain seper ti J amsos t ek, upah lembur, uang makan, 
dan lain-lain, maka upah yang di t erima pekerja t e rseb u t sudah  
mendeka ti Nilai Kebu t u h an Nya ta (NKN ), namun masih jau h 
da ri Keb u t u han Fisik Minimum (KFM) apalagi dengan 
Kebu t u h an Hidup M inimum (KH M). 
 
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah 
M en ur u t H usnan dan Heidjra c hman (2002), berbagai 
f ak t o r yang mempengar u hi tinggi rend ahnya tingka t upah , 
yai t u: 1. P enawaran dan permin taan t enaga kerja 
M eskipun hukum ekonomi tidaklah bisa di t e t apkan seca ra 
mu tlak dalam masalah t enaga kerja, t e t api tidak bisa 
diingkari bahwa hukum penawaran dan permin taan t e t ap 
mempengaru hi. Unt uk pekerjaan yang membu t u hkan 
ke t e rampilan (skill) t inggi, dan jumlah tenaga kerjanya 
langka, maka upah  cender ung tinggi. Sedangkan un t uk 
jaba t an-jaba t an yang mempunyai “penawaran” yang 
melimpah upah cen d er ung menur un. 2. O rganisasi bur u h 
A d a tidaknya organisasi bur u h, ser t a  lemah kua tnya 
organisasi bur u h akan iku t mempengaru hi t e rben t uknya 
t ingka t upah. Adanya serika t bur u h  yang kua t , yang 
bera r ti posisi peru ndingan karyawan juga kua t , akan 
menaikkan tingka t upah. 3. K mampuan un t uk membayar 
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M eskipun mungkin Serika t Buru h menun t u t  upah yang 
t inggi, t e t api akhirnya realisasi pemberian upah akan 
t e rgan t ung juga pada kemampuan membayar dari 
per usahaan. 4. P ro d uk tivi tas 
Semakin tinggi pres t asi karyawan sehar usnya semakin besar 
pula upah yang akan dia t e rima. Pres t asi ini biasanya 
dinya t akan sebagai pro d uk tivi tas. 
5. Biaya hidup 
J ika biaya hidup t inggi, upah juga cender ung tinggi. 
Bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “ba t as 
penerimaan upah” dari para karyawan. 
6. P emerin t a h 
P emerin t a h dengan pera t u ran-pera t u rannya juga 
mempengaru hi tinggi rendahnya upah. Pe ra t u ran t en t ang 
upah minimum merupakan ba t as bawah dari tingka t upa h 
yang akan dibayarkan.  
5. Syarat-Syarat Kompensasi 
Di dalam pemberian upah, agar dapa t memenuhi 
ha rapan berbagai pihak, maka t e r dapat d ua syara t yang 
diungkapkan oleh H usnan dan Heidjra c hman (2002), yai tu  
sebagai beriku t: 1. Keadilan (Internal consistency) 
Keadilan bukan berar ti bahwa segala sesua t u har us dibagi 
sama ra t a. Kead ilan harus dihubungkan an t a r a 
pengorbanan (inpu t) d engan penghasilan (o u tp u t). Semakin 
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tinggi pengorbanan maka semakin tinggi pula penghasilan. 
Syara t kea dilan ini menjadi perha tian bagi karyawan, 
mereka tidak hanya memperha tikan besarnya uang yang 
dibawa pulang, t e t api juga membandingkannya dengan 
penghasilan rekan yang lain. Dengan beban pekerjaan yang 
berbe da, t e t api upah yang di t e rima sama, akan membua t  
karyawan t ersebu t merasa tidak adil mengenai upah yang 
di t e rimanya. 
2. Kelayakan (external consistency) 
Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pa da 
per usahaan-per usahaan lain a t a u bisa juga dengan 
menggunakan pera t u ran pemerin t a h  ten t ang upa h 
minimum a t a u juga dengan menggunakan kebu t u h an pokok 
minimum. 6. Tujua  Ko pensasi 
N ewman dan George (2008) mengungkapkan, t e r dapa t  
beberapa t ujuan dasar dari kompensasi, yai t u e fisiensi, 
keadilan, dan pelaksanaannya berdasarkan hukum dan 
regulasi. Efisiensi se ca ra khusus dapat ber upa perbaikan 
kinerja, peningka ta n kuali t as, kepuasan konsumen dan 
pemegang saham, se r t a pengendalian biaya t enaga kerja. 
Keadilan berar ti per lakuan yang adil bagi seluru h karyawan, 
dimana t e r dapa t pengakuan kon t ribusi karyawan t e rha da p 
per usahaan (misalnya, upah yang tinggi un t uk kinerja yang 
baik) dan kebu t u han  karyawan (misalnya, upah yang adil sesuai 
  
27 
prosed ur yang adil). P rosed ur yang adil mengac u pada proses 
yang digunakan unt uk membua t kepu t usan pembayaran . 
Sedangkan t ujuan  pelaksanaan sebagai sebuah t ujuan 
pembayaran berar ti penyesuaian kompensasi dengan hukum 
dan regulasi. Jika huk um berubah, sis t em pembayaran juga 
ber ubah.  
T ujuan- t ujuan umum mengenai kompensasi juga 
diungkapkan oleh Simamora (2006), yai t u sebagai beriku t  :  
1. Sis t em upah dan gaji haruslah dirasa wajar oleh mayori tas 
karyawan. Aspek-aspek kewajaran berh ub ungan dengan (1) gaji rela ti f  
t e r ha dap individu yang bekerja pada pekerjaan yang sama 
a t a u ser upa, (2) ta rif rela ti f gaji bagi pekerjaan-pekerjaan 
yang sanga t berh ub u ngan, dan (3) per timbangan yang wajar 
t e r ha dap level gaji dan upah umum dalam masyaraka t , 
yai t u dengan membandingkannya t e rha dap t a ri f- tari f  
eks t e rnal dengan melakukan survei gaji dan upah. 2. Sis t em kompensasi ha r uslah non-diskrimina ti f, t e rb uka, 
dan dapa t  diper t a hankan se ca ra legal. 
P e r timbangan kewajaran dalam sist em kompensasi 
seringkali tidak pernah dihadapi seca ra jujur di dalam 
organisasi. Penggajian kepada individu  telah dianggap 
pribadi dan rahasia. Semakin berkembang sua t u sis t em, 
semes tinya semakin t e rb uka. 3. T ujuan- t ujuan dasar  kompensasi adalah  un t uk memika t , 
menahan, dan memotivasi karyawan. 
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4. Sis t em kompensasi har uslah diran cang un t uk mengha dapi 
kompe tisi dan kemampuan un t uk membayar kebu t u han-
kebu t u h an pokok organisasi.  
Biaya t enaga kerja merupakan fungsi, baik level upah dan 
gaji maupun level kuali t as karyawan dan kinerjanya. 
O rganisasi-organisasi dalam beberapa indus t ri dihadapkan 
pada si t uasi dimana kemampuan mereka yang te rba t as 
un t uk menggaji secara serius menghamba t kemampuan 
mereka un t uk memenuhi t a ri f gaji pasar  t enaga kerja dan 
masyaraka t . 
 
B. UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA (UMK) 
  Upah Minimum Regional adalah sua t u s t an dar minimum 
yang digunakan oleh  para pengusaha a t a u pelaku ind us t ri unt u k 
memberikan upah kepa da pegawai, karyawan a t a u bu r u h  di 
dalam lingkungan usaha a t a u kerjanya. Pemerin t a h mengat u r  
pengupahan melalui P e ra t u ran Men t e ri Tenaga Kerja Republik 
Indonesia Nomor : P e r-01/ME N/1999 ten t ang Upah Minimum. 
Karena saa t ini o t onomi daerah berlaku penu h, maka Upah 
Minimum Regional (U MR) dikenal dengan is tilah Upah Minimum 
Kabupa t en/Ko t a (UM K).   P ene t apan upah dilaksanakan se tiap tah un melalui proses 
yang panjang. M ula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DP D) yang 
t e r diri dari birokra t , akademisi, bu r u h dan pengusa ha 
mengadakan rapa t , memben t uk tim survei dan t u r un ke lapangan 
mencari t ah u harga sejumlah kebu t u h a n yang dibu t u hkan oleh 
pegawai, karyawan dan bu r u h. Se t elah survei di sejumlah ko t a 
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dalam propinsi t e rsebu t yang dianggap represen t a ti f, diperole h 
angka Kebu t u h an Hidup Layak (KHL). Ber dasarkan KHL, D P D 
mengusulkan upah minimum regional (UM R) a t a u Upah Minimum 
Kabupa t en/Ko t a (U M K) kepada Gubern ur /Bupa ti/Waliko t a 
un t uk disahkan. Komponen kebu t u h a n hidup layak t e rseb u t  
digunakan sebagai dasar penen t u an upah minimum berdasarkan 
kebu t u h an hidup  pekerja lajang a t a u belum menikah 
(h t tp:/ /id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional).  
  U M K ko t a Surakar t a t ah un 2009 di t e t a pkan ber dasarkan 
hasil survei KHL pada t ah un 2008 yang dilakukan oleh Dewan 
P engupahan Daerah ko t a Surakar t a pada pasar-pasar yang 
dipilih dengan kri t e ria pasar sebagai beriku t  : 1. bangunan fisik pasar  rela ti f besa , 
2. t e rle t ak di dae rah ko t a, 
3. komodi t as yang dijual beragam, 
4. banyak pembeli, dan 
5. wak t u keramaian berbelanja rela ti f panjang. 
Berdasarkan kri t eria yang disebu tkan di a t as, maka pasar yang 
dipilih adalah Pasar N usukan, Pasar Kleco, Pasa r 
Har djodaksino, dan Pasar Kadipolo.   Komponen un t uk U M K adalah upah  pokok t e rmasuk 
t u njangan t e t ap, yang t e r diri dari 75% un t uk upah pokok d an 
25% un t uk t unjangan t e t ap, dimana tunjangan t e t ap sendiri 
merupakan kebijakan dari masing-masing perusahaan d an 
di t en t ukan ber dasarkan kemampuan pe r usahaan. Un t uk it u , 
upah minimum yang diberikan oleh pe r usahaan tidak boleh 
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kurang dari 75% UM K yang di t e t apkan a t a u kurang dari Rp 
542.250,-. Beberapa  per timbangan dalam mene t apkan upah 
minimum menur u t P e ra t u ran Men t e ri Tenaga Kerja Republik 
Indonesia Nomor : P e r-01/Men/1999 Pasal 6, yai t u keb u t u han, 
indeks harga konsumen a t a u saa t ini lebih dikenal sebagai 
Kebu t u h an Hidup Layak, kemampuan, perkembangan dan 
kelangsungan per usahaan, upah pada umumnya yang berlaku di 
dae rah t e r t en t u dan an t a r dae rah, kondisi pasar, dan tingka t  
perkembangan perekonomian dan pendapa t an per kapi ta. Namun 
dasar yang paling u t ama un t uk mene t apkan U MK ko t a 
Surakar t a adalah nilai Keb u t u han Hidup Layak (KHL). 
 
C. KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) 
Kebu t u h an Hidup Layak menur u t P e ra t u ran Men t e ri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: P e r-
17/Men/VIII/2005 dalam Pasal 1 merupakan s t an dar kebu t u h an 
yang har us dipenu hi oleh seorang peker ja/ bur u h lajang un t uk 
dapa t hidup layak, baik seca ra fisik , non-fisik, dan sosial, un t uk 
kebu t u h an 1 (sa t u) bulan. Sedangkan de finisi kebu t u h an hid u p 
layak menur u t peneli tian yang dilakukan Aka tiga (2009), yai t u  
bahwa kebu t u h an hidup layak menga c u  pada kebu t u h an hid u p 
yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapa t  
hid up layak dan mampu merepro d u ksi kembali t enaganya, 
sehingga menjadi lebih pro d uk ti f. 
Kebu t u h an hidup  layak diukur dengan 46 kompo en
k bu t u h an sesuai dengan Pera t u ran Men t e ri Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-17/VIII/ Men/2005. 
Beriku t  ini t abel komponen kebu t u h an hid up layak : 
Tabel II.1 
Komponen Kebutuhan Hidup Layak 
 
NO KEPERLUAN KUALITAS 
I MAKAN & MINUM   
1 Beras C4 Biasa 
2 Sumber Protein   
  a. Daging   
  - Sapi Klas II 
  - Kerbau Klas II 
  - Kambing Klas II 
  - Ayam Potong/Boiler 
  b. Ikan Segar   
  - Mujahir   
  - Bandeng   
  - Lele   
  c. Telur Ayam Telur ayam ras 
3 Kacang-kacangan   
  - Tempe   
  - Tahu   
4 Susu Bubuk   
  - Bendera   
  - Dancow   
5 Gula Pasir Dalam Negeri 
6 Minyak Goreng   
  - Curah Kelas I 
  - Bimoli Biasa, bukan spesial 
7 Sayuran   
  - Bayam   
  - Kol Gepeng   
  - Kacang Panjang   
8 Buah-Buahan   
NO KEPERLUAN KUALITAS 
  - Pepaya   
  - Pisang Ambon   
9 Karbohidrat/tepung terigu   
  - Segitiga Biru   
  - Bogasari   
10 Teh atau Kopi   
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  - Teh Celup (sariwangi/gopek) 
  - Kopi Sachet (Luwak/Kapal Api 
11 Bumbu-bumbu (Nilai 1 s/d 10) 
II SANDANG   
12 Celana panjang/rok   
  - Celana Panjang famatex/katun sejenis 
  - Rok famatex/katun sejenis 
13 Kemeja lengan pendek/blues   
  - Kemeja lengan pendek setara katun, tetoron, tisu 
  - Blues setara katun, tetoron, tisu 
14 Kaos Oblong/BH   
  - Kaos oblong yupiter atau sekualitas 
  - BH plum atau sekualitas 
15 Celana Dalam Sony atau sekualitas 
16 Sarung/kain panjang   
  - Sarung Manggis, Mangga 
  - Kain panjang Cap, bahan mori prima 
17 Sepatu Kulit Sintetis (Dakkare, 
     New Era, Bata) 
18 Sandal Jepit Bahan dari karet 
19 Handuk Mandi 
uk. 100cm x 60cm merk olympic  atau 
sekualitas 
20 Perlengkapan ibadah   
  a. Sajadah Katun uk. 50cm x 100cm 
  b. Mukena Tetoron 
III PERUMAHAN   
21 
Sewa kamar (kosong) dekat 
pabrik Sederhana (uk. 3 x 3m) 
  - Dalam kota   
  - Luar kota   
22 Dipan/tempat tidur No. 3 Polos (kanfer/mahoni) 
23 Kasur dan bantal   
  a. Kasur Busa 
  b. Bantal Busa 
24 Sprei dan sarung bantal Katun No. 3 
25 Meja dan Kursi 
1 Meja/4 Kursi (mahoni, kanfer polos 
dipitur) 
NO KEPERLUAN KUALITAS 
26 Lemari Pakaian uk. 30x80x150 (non jati) 
27 Sapu   
28 Perlengkapan Makan   
  a. Piring makan Merk Sango polos/lokal polos 
  b. Gelas minum Merk Sango polos/lokal polos 
  c. Sendok Bahan stainlis 
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  d. Garpu Bahan stainlis 
29 Ceret aluminium uk/diameter 32 cm, merk  
    paramount/jawa 
30 Wajan aluminium uk/diameter 32 cm, merk  
    paramount/jawa 
31 Panci aluminium uk/diameter 32 cm, merk  
    paramount/jawa 
32 Sendok masak Aluminium 
33 Kompor minyak tanah 16 sumbu, merk bintang jaya 
34 Minyak tanah eceran 
35 Ember plastik Isi 20 lt, Merk Naspion/ 
    Lion/Atet 
36 Listrik 450  watt, 2 titik 
37 Bola lampu pijar/neon   
  - Lampu pijar 25 watt Philips 
  - Neon 15 watt Philips 
38 Air bersih Standar PAM (Biaya beban + 
    tarif pemakaian) 
39 Sabun cuci Deterjen/colek 
  - Soklin   
  - B 29   
  - Ekonomi   
IV PENDIDIKAN   
40 Bacaan/radio   
V KESEHATAN   
41 Sarana Kesehatan   
  a. Pasta Gigi 80 gram, biasa 
       - Ciptaden   
       - Pepsodent   
  b. Sabun Mandi 80 gram, biasa 
      - Lifebuoy   
      - Lux   
  c. Sikat Gigi Produk lokal, formula biasa 
  d. Shampo Produk lokal, sunsilk 
  e. Pembalut , alat cukur   
NO KEPERLUAN KUALITAS 
     - Pembalut isi 10 
        Softex   
       Kotex   
    - Alat cukur   
       Goal   
       Gilette   
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42 Obat anti nyamuk   
  - Tiga roda   
  - Baygon   
43 Potong rambut   
  - Madura   
  - Salon sederhana   
VI TRANSPORTASI   
44 Transport kerja dan lainnya   
  - Bus   
  - Angkot    
VII REKREASI & TABUNGAN   
45 Rekreasi Tiket 1 kali masuk bukan 
    terusan 
46 Tabungan   
  (2% dari nilai 1 s/d 45)   
   
   
   
               Sumber: Permenaker Nomor: Per-17/VIII/ M en/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. KERANGKA TEORITIS 
Un t uk memudah kan dalam menguraikan pokok 
permasalahan peneli tian, maka kerangka t eo ri tisnya adala h 
sebagai beriku t: Gambar II.1 
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Kerangka Teoritis 
 
 
D alam kerangka t eo ri tis di a t as diperliha tkan bahwa upa h 
t o t al merupakan upah minimum yang diberikan oleh per usahaan 
d engan memper timbangkan kebu t u ha n hidup layak. Dalam 
peneli tian ini, de finisi mengenai upah to t al dan kebu t u han hid u p 
layak adalah sebagai beriku t  : 1. Upah to t al p da PT  Dji toe Indonesia Tobako mengac u pad a 
jumlah upah pokok di tambah dengan t unjangan te t ap , 
t u njangan tidak t e t a p, dan lembur. Dari penger tian t e rseb u t ,  
maka formula un t u k upah to t al dalam peneli tian ini adalah 
sebagai beriku t  : Upah To t al = upah pokok +  uang tambahan  + uang makan     
+ uang t r anspor t asi – po t ongan ASTEK  
2. Kebu t u h an hidup layak mengac u pada keb u t u h an hidup yang 
ha r us dipenuhi oleh pekerja dan keluarganya agar dapa t  
hid up layak diukur d engan 46 komponen kebu t u han, dimana 
komponen t e rsebu t dikelompokkan menjadi t ujuh kelompok 
sesuai dengan Pera t u ran Men t e ri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/VIII/2005.  BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
Upah Minimum 
Kebu t u h an Hidup Layak 
Upah To t al 
 ( t e r diri dari upah pokok, 
t u njangan t e t ap, t un jangan 
t i dak t e t ap) 
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A. POPULASI DAN SAMPEL 
1. P opulasi 
P opulasi mengac u pada keselur u han kelompok orang, 
kejadian, a t a u hal mina t yang ingin peneli ti inves tigasi 
(Sekaran, 2006). Dalam peneli tian ini populasinya adalah 
selur u h karyawan PT  Dji toe Indonesia Tobako. 2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel t e r diri dari 
a t as sejumlah anggot a yang dipilih dalam populasi (Sekaran , 
2006). Sampel dalam peneli tian ini be rjumlah 50 orang 
karyawan bagian pro d uksi rokok mesin P T Dji toe Indonesia 
Tobako, dimana t e rdiri dari 24 orang karyawan bagian Molins 
dan 26 orang karyawan bagian Pa cking. Dimana selur u h 
karyawan dalam sampel t e rsebu t meru pakan karyawan non-
lajang (sudah berkelua rga).  
B. JENIS DATA 
1. D a t a P rimer 
D a t a primer mengac u pada informasi yang diperoleh dari 
t angan per t ama oleh  peneli ti yang berkait an dengan variabel 
mina t un t uk t ujuan spesi fik s t u di (Sekaran, 2006). Da t a 
primer dalam peneli t ian ini ber upa wawan cara yang dilakukan 
d engan Bagian Penggajian PT Dji toe Ind onesia Tobako dan  
P erwakilan Serikat  Pekerja ko t a  Surakar t a, un t uk 
memperoleh jawaban yang diperlukan dalam peneli tian ini. 2. D a t a Sekunder 
22 
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D a t a sekun der merupakan sumber da t a peneli tian yang 
diperoleh peneli ti se cara tidak langsung melalui media 
peran t a ra (diperoleh dan dica t a t oleh pihak lain). Da t a 
sekunder dalam peneli tian ini berupa : a. D a f t a r upah kary wa  bagian prod uksi PT Dji t o e 
Indonesia Tobako t ah un 2009 yang diperoleh dari Bagian 
P enggajian PT Dji toe Indonesia Tobako. 
b. Rekapi t ulasi Kebu t u han Hidup Layak tah un 2009 yang 
diperoleh dari perwakilan Serika t Pekerja PT Dji t oe 
Indonesia Tobako. c .  D a f t a r U M P/ U MK selur u h Indonesia yang diperoleh dari 
www.apindo.or.id. 
 
C. METODE PENGUMPULAN DATA 
M e t o d e pengumpulan da t a dalam peneli tian ini adalah : 
1. Wawan cara (interview), merupakan me to d e pengumpulan da t a  
dalam me to d e survei yang menggunakan per t anyaan se car a 
lisan kepada subjek peneli tian. Subjek  peneli tian dalam 
peneli tian ini adalah  Bagian Penggajian P T Dji toe Indonesia 
Tobako dan Perwakilan Serika t  Pekerja ko t a Surakar t a. 
2. St u di Kepus t akaan, yai tu dengan memba ca dan mengkaji 
li te ra t u r-li t e ra t u r yang berh ub ungan dengan peneli tian ini. 
                                                                 
D. METODE ANALISIS DATA 
D a t a dianalisis dengan cara membandingkan an t a ra U M K 
(Upah Minimum Ko t a) dengan upah  yang diberikan oleh 
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per usahaan kepada karyawan yang disebu t dengan Upah Tot al 
dan KHL (Kebu t u h a n Hidup Layak). 
a. M enen t ukan U MK (Upah Minimum Ko t a ) 
U M K di t en t ukan ber dasarkan nilai U M K yang berlaku di 
ko t a Surakar t a pada  tah un 2009. 
b. M enghi t ung Upah To t al 
 Upah to t al pada PT Dji toe Indonesia Tobako menga c u 
pada jumlah upah pokok di tambah dengan t unjangan te t ap, 
t u njangan tidak t e t a p, dan lembur. Karena lembur merupakan 
biaya operasional, maka lembur disendirikan dari perhi t ungan 
upah to t al. Dari penger tian t e rsebu t , maka formula un t u k 
upah to t al dalam peneli tian ini adalah sebagai beriku t  : 
Upah To t al = upah pokok +  uang tambahan  + uang makan     
+ uang t r anspor t asi – po t ongan ASTEK  
c.  M enen t ukan besarnya Ra ta- Ra ta KHL (Kebu t u h an Hidup 
Layak) per Bulan 
D a t a KHL yang diperoleh ber upa da t a KH L bulanan yang 
jumlahnya berbe da  un t uk tiap- tiap bulan. Maka dalam 
peneli tian ini, dilakukan penghi t ungan ra t a-ra t a per bulan 
d engan perhi t ungan sebagai beriku t  : 
· M enghi t ung harga sa t u an ra t a-ra t a tiap komponen masing-
masing pasar yang disurvei (Pasar N usukan, Pasar 
Har djodaksino, Pasar Kadipolo, Pasar Nongko/Kleco). 
bulan8
2009Agusts/dJanblnpasartiapharga
rataratapasarHarga =-
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· M enghi t ung harga sat u an ra t a-ra t a  
 
 
· M enghi t ung nilai sebulan 
Nilai sebulan = Harga sa t uan ra t a-ra t a x jml kebu t u h an 
sebulan  
Ke t  : 
J umlah kebu t u h an  sesuai dengan Pera t u ran Men t e ri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
N omor : Per-17/Men/VIII/2005 ten t ang Komponen dan 
P elaksanaan Tahapan Pen capaian Kebu t u h an Hidup 
Layak. d.  M emb ndingkan ant a ra, Upah To t al, UMK, dan KHL, 
kemudian  dianalisis dan diambil kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
pasarhargajumlah
rataratasatuanHarga =-
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
 
 
 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
1. Sejarah Berdirinya PT Djitoe Indonesia Tobako 
P er usahaan Rokok Dji toe per t ama kali didirikan pa da 
t a h un 1960 dengan lokasi di Kampung Sewu, Surakar t a. Pada  
awal operasinya per u sahaan ini merupakan usaha home industry 
yang kemu dian berkembang menjadi per usahaan 
perseorangan, pemilik perusahaan t e rseb u t adalah Bapak 
Soe t an tyo. Pro d uk yang dihasilkan pada saa t i t u adalah 
ber upa rokok kre t e k tangan lin ting t radisional dan hanya 
dikerjakan oleh beberapa orang t enaga kerja yang sebagian 
t e r diri dari keluarga sendiri. Nama Dji toe  dalam Bahasa J awa 
bera r ti ”sidji lan pitoe”, sedangkan dalam Bahasa Indonesia 
bera r ti ” tujuh belas” yang bagi bangsa Indonesia merupakan 
angka kerama t. Djit o e juga dapa t diar tikan ” tepa t” a t a u  
”paling tepa t”. J a di rokok Dji toe paling t epa t dinikma ti oleh 
konsumen golongan bawah dan menengah. Harga rokok 
Dji toe juga rela ti f mu rah dan dapa t dijangkau oleh konsumen 
golongan bawah, sedangkan mu t u dan rasa pada wak t u i t u  
banyak digemari oleh  masyaraka t  Su rakar t a  pa da khususnya. 
Bapak Soe t an tyo mempunyai pemikiran yang lebih jau h
un t uk m ningka tkan dan memperku t per usahaannya. 
P e r usahaan rokok Dji toe pada t ah un 1964 resmi berben t u k 
badan hukum Per usahaan Perorangan dengan Nomor 
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8124/1964. Prod uk yang diandalkan masih ber upa rokok kre t ek 
t angan. Pada t ah un 1968, per usahaan rokok Dji t oe mengalami 
kemund uran. Kemund uran t e rseb u t t e r jadi yai tu pada saa t  
i t u di Surakar t a mun c ul beberapa per usahaan sejenis, 
sehingga menyebabkan banyak pesaing selain i t u karena 
ke t e rba t asan ala t-ala t yang digunakan, maka perusahaan 
dalam memper t a hankan dan mengembangkan usahanya perlu 
adanya tambahan mo dal un t uk menggantikan a t a u menambah 
ala t-ala t yang lebih baik dan modern. Adanya Pera t u ran  
P emerin t a h Nomor  7/1968 ten t ang Pemberian Penanaman 
M o d al Dalam Negeri (PM D N) mensyara tkan bahwa 
per usahaan har us be rba dan hukum berben t uk Per usahaan 
Terba t as (PT), maka merupakan dorongan dan kesempa t a n 
baik bagi Per usahaan Rokok Dji t oe dalam memper t a hankan 
kelangsungan usahanya. Dengan adanya Pera t u ran 
P emerin t a h t e rseb u t memungkinkan perusahaan memperoleh 
t ambahan modal un t uk mengembangkan usahanya. 
Pa da awal t ah un 1969 tepa tnya tanggal 7 Mei 1969, 
ben t uk per usahaan ini diubah menjadi P e rseroan Terba t as 
(PT) yang disahkan dengan ak t e no t a ris H. Moeljan t o, Nomor 
4 tanggal 7 Mei 1969 dengan nama PT DJ IT O E IN D O N ESIA 
T OB AK O. Dimana hampir seluru h saham-sahamnya dimiliki 
oleh keluarga Bapak Soe t an tyo, dengan di tambah modal 
memperoleh keper c ayaan dari pemerint a h ber upa kre di t  
P enanaman Mo dal Dalam Negeri (P M D N). 
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Pa da t ah un 1970 ak t e per usahaan dipe rbahar ui lagi 
d engan ak t e Nomor 7 tanggal 18 Febr uari 1970 dengan 
t ambahan Beri ta Negara RI Nomor 87 tanggal 30 Ok t ob e r 
1969. D engan adanya fasilit as P M D N yang berupa t ambahan 
modal t e rsebu t , perusahaan dapa t membeli beberapa mesin 
dan perala t an bar u yang lebih memadai. Bahkan pada t ah un 
1971 perusahaan melengkapi perala t an dengan membeli sa t u  
se t mesin per c e t a kan, yang digunakan un t uk men ce t a k 
kebu t u h an sendiri, seper ti mence t ak e tike t / pembungkus, 
merek sigare t , label dan lain-lainnya. Disamping mence t a k 
un t uk kebu t u han sendiri per ce t akan ini juga menerima jasa 
da ri perusahaan lain, yang sebelumnya hanya un t uk memenu hi 
kebu t u h an dalam per usahaan saja. Kemajuan PT Dji t oe Indonesia Tobako  yang dicapai 
semakin baik, di tambah lagi dengan perala t an sa t u uni t mesin 
lin ting sigare t kre t e k fil t e r, sa t u uni t mesin lin ting sigare t  
warming filter, sa t u uni t mesin pembua t f il te r. Dengan adanya 
kemajuan ini sehingga perlu memindahkan lokasi perusahaan 
ke alama t sekarang ini, t epa tnya J alan LU. A disu cip t o Nomor 
51, Telp. (0271) 714757 Surakar t a, dengan maksu d agar dapa t  
menunjang kemajuan perusahaan di masa menda t ang, baik 
dalam perluasan pabrik maupun dalam menyerap per t ambaha n 
t e naga kerja. 
 
2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Agar dapa t menjalankan f ungsinya dan dapa t berjalan 
d engan lancar, maka se tiap perusahaan harus mempunyai 
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s t r uk t u r organisasi yang jelas, sehingga tidak t erjad i 
kesimpangsiuran at a u kesalahan dalam melaksanakan 
pekerjaan maupun prosed u r dan f ungsi t u gasnya. 
Ben t uk s t r uk t u r organisasi pada PT Djitoe Indonesia 
Tobako adalah garis dan s t a f. Ben t uk  ini dibua t dengan 
per timbangan agar t e r dapa t kesa t u an dengan pimpinan dan 
supaya pembagian tugas dan t anggung jawab menjadi jelas. 
A d ap un s t r uk t u r organisasinya akan dijelaskan pada halaman 
beriku tnya. 
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Rapat Umum Pemegang Saham 
Komisaris 
Staff Direksi 
Direksi 
Direktur I dan Direktur II 
Bag. 
Penjualan  
Bag. Pembelian Bag. Umum Bag. Sekretariat 
Umum dan Adm. 
Bag. Keuangan Bag. Humas dan 
Personalia 
Bag. 
Produksi 
G. 
Bahan  
Ekspedisi 
Kendaraan  
Iklan  
Promosi 
G. 
Bahan  
Listrik 
 
Mesin 
 
Bengkel 
G. Bahan  
 
Perawatan 
Gedung 
 
Urusan 
Rumah 
Tangga 
Perush. 
 
Keamanan 
Adm. Keu. dan 
Pembukuan  
Sie. Penggajian  Unit SKT 
dan SKM  
Unit 
Filter  
Pengolahan 
Cengkeh & 
Tembakau 
Pencampuran 
Saos Setengah 
Jadi 
Linting / Making 
/ Packing Tiket / 
Pembungkus 
G. 
Barang 
Jadi 
KARYAWAN PT DJITOE INDONESIA TOBAKO 
 
Keterangan : 
Bentuk    : Garis dan Staff 
- - - - - -  : Saran dan Pertimbangan untuk   
                 mengambil keputusan, perintah, dan  
                 tanggung jawab. 
Kantor 
Perwakilan  
Agen  
Pedagang Besar  
Pengecer 
Konsumen 
Akhir 
Gambar IV.1 
Struktur Organisasi 
  
1
A d ap un t ugas dan tanggung jawab masing-masing 
bagian dalam s t r ukt u r organisasi t e rsebu t akan dijelaskan 
dalam deskripsi jaba t an. Deskripsi jaba t an adalah uraian 
t e r t ulis mengenai tugas dan t anggung jawab dari masing-
masing bagian beser t a seksi-seksinya yang t e r dapa t dalam 
s t r uk t u r organisasi yang bersangku t a n. Deskripsi jaba t a n 
masing-masing bagian adalah sebagai beriku t  : 1. Rapa t  Umum Pemeg ng Sah m 
RUPS adalah sua t u badan yang memiliki kekuasaan 
t e r tinggi dalam per usahaan, dimana para anggo tanya 
adalah pemegang saham yang berhak menen t ukan ara h 
jalannya per usahaan. 2. Komisaris 
Komisaris merupakan badan pengawas dan penasiha t  
direksi yang di t unjuk dan ber t anggung jawab langsung 
kepa da RUPS. Komisaris beranggo ta kan dua orang, 
t ugasnya yai t u : a. M emberi nasiha t kepada direksi bilamana dipandang 
perlu. b. M engawasi kegia t an per usahaan se r t a menilai 
kebijaksanaan direksi, apakah sesuai d engan yang 
t e r c an t um dalam A nggaran Dasar Rumah Tangga 
per usahaan a t a u pera t u ran-pera t u ran  perusahaan 
yang t elah di t e t apkan. 3. Direksi 
Direk t u r I  
Ber t anggung jawab langsung kepada RUPS, t ugasnya 
adalah : . M elaksanakan fungsi sebagai pimpinan dan menjalin 
h ub ungan    dengan pihak eks t e rn. 
3  
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b. M enerima laporan kepa da pemegang saham mengenai 
perkembangan per usahaan, ser t a  menen t ukan 
diadakannya RUPS. Direk t u r II  
a. Ber tindak sebagai Direk t u r I pada saa t Direk t u r I 
berhalangan ha dir a t au tidak ada di t empa t .  
b. Sebagai pengawas langsung yang ber t a nggung jawab 
penu h t e r ha dap segala kegia t an in t e rn per usahaan. 
4. Sta f f  Direksi 
S t a f f Direksi meru pakan badan penasiha t dan sebagai 
pemban t u Direksi, yang t ugasnya memban t u Direk t u r dan 
memberikan saran a t a u pendapa t ser t a per timbangan-
per timbangan dalam mengambil sua t u kepu t usan a t a u 
per umusan kebijaksanaan per usahaan. 5. Bagian Pe jualan 
Bagian penjualan be r t anggung jawab langsung kepa da 
Direksi. Tugasnya adalah sebagai beriku t  : 
a. M engadakan penyusunan pesanan dari masing-masing 
kan t o r perwakilan a t a u dari agen di masing-masing 
daerah pemasaran. b. M laksanak n penjualan prod uk kepada konsumen 
melalui lembaga paran t a ra. 
c .  M enyelenggarakan adminis t rasi penjualan dan 
rekapi t ulasi laporan penjualan baik sec a ra berkala 
maupun laporan akhir t a h unan. 
d.  M engadakan saluran dis t ribusi yang baik dalam 
pelaksanaannya diban t u oleh seksi ekspedisi un t uk 
3
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pengangku t an/ pengiriman prod uk peru sahaan sesuai 
d engan pesanan dari kan t o r perwakilan/ agen. 
e.  M engadakan survei ke masing-masing daera h 
pemasaran dalam usaha meningka tkan omse t  
pemasaran dan memperluas dae rah pemasaran yang 
dalam pelaksanaannya diban t u oleh seksi iklan dan 
promosi. 6. Bagian Pembelian 
Bagian pembelian be r t anggung jawab langsung kepa d a 
Direksi. Tugasnya adalah sebagai beriku t  : 
a. M elaksanakan pembelian bahan-bahan yang diperlukan 
per usahaan ser t a melakukan pembelian perala t an dan 
perlengkapan lainnya yang perlu. 
b. M elakukan re t u r barang-barang yang dibeli jika tidak 
sesuai dengan pesanan baik seca ra kuali t as maup un 
harga yang t elah diset ujui sebelumnya. 
c .  M enyelenggarakan adminis t rasi pembelian dan 
membua t laporan pembelian yang di t ujukan kepa d a 
direksi. d.  M engadakan pengangku t an bahan-bahan  dari daerah-
daerah asalnya yang sekiranya perlu diangku t dengan 
kendaraan per usahaan un t uk kelancaran  bahan-bahan 
yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya diban t u  
oleh seksi ekspedisi. e.  M lakukan pen ca t a t an a t as keluar masuknya 
perse diaan yang ada di gudang. 
7. Bagian Sekre t a ria t  Umum dan A dminis t r asi  
3  
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Bagian sekre t a ria t umum dan adminis t rasi ber t anggung 
jawab langsung kepada Direksi. Adapun t ugas-t ugas 
bagian ini adalah sebagai beriku t  : 
a. M engur us keluar masuk sura t-sura t  per u sahaan. 
b. M enyelenggarakan sis tem file a t a u pengarsipan a t as 
d okumen per usahaan. 
c .  M engadakan a t a u membua t laporan perkembangan 
per usahaan yang melipu ti anggaran, baik sec a ra 
berkala tiap t riwulan, maupun laporan pada akhir 
t a h un. d.  Teknik yang melipu ti lis t rik, mesin, dan bengkel 
kendaraan. e.  Keseha t  dan kebersihan. 
f .  P erawa t an ged ung dan bangunan. 
g. Ur usan rumah t angga perusahaan dan dana sosial 
un t uk kepen tingan umum. 
h.  Keamanan. 
8. Bagian Keuangan 
Bagian keuangan be r t anggung jawab langsung kepad a 
Direksi. Tugas bagian keuangan adalah : 
a. M enyelenggarakan a t a u menga t u r anggaran 
per usahaan menyangku t penerimaan dan  pengeluaran 
kas. b. M enyelenggarakan sis t em pembuk uan dan 
pengawasan keuangan yang baik dan t e ra t u r. 
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c .  M embua t dan mengajukan laporan keuangan kepa d a 
Direksi, yang pelaksanaannya dalam hal ini diban t u  
oleh seksi pembukuan. 
9. Bagian Humas dan Personalia 
Bagian ini ber t anggung jawab kepada Direksi. Tugasnya 
adalah : . M elaksanakan seleksi penerimaan karyawan bar u. 
b. M enga t u r t a t a t e r tib bagi karyawan se t a 
menyelenggarakan dan mengawasi absensi karyawan 
dan pembayaran  upah/ gaji karyawan dalam 
pelaksanaannya diban t u oleh seksi penggajian. c .  P mu t usan Hub ungan K rja (PHK) b gi karyawan 
yang tidak memenuh i syara t a t a u bagi karyawan yang 
melanggar pera t u ra n yang berlaku baik yang dia t u r  
dalam KKB perusahaan maupun yang di t e t apkan 
dalam Men t e ri Tenaga Kerja. 10. Bagian Pro d uksi 
Bagian ini ber t anggung jawab langsung kepada Direksi 
un t uk mengajukan permin taan pembelian sesuai posisi 
perse diaan yang ada  di gudang, melakukan pemeriksaan 
t e r ha dap jenis, mu t u , dan kuan ti t as barang yang di t erima 
dari pemasok guna menen t ukan dapat a t a u tidaknya 
barang t e rseb u t dit e rima oleh per usahaan dan un t uk 
menyimpan barang yang di t e rima. Selain i t u, bagian 
pro d uksi mempunyai t ugas sebagai berikut  : a. M enjalankan proses pro d uksi sesuai ren c ana yang telah 
di t e t apkan, baik un t uk prod uksi maup un un t uk 
perse diaan gudang barang jadi. 
3
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b. M enjaga dan meningka tkan kuali t as pro d uk maup un 
dalam perawa t annya. 
 
B. ANALISIS PENETAPAN UPAH 
1. Penentuan UMK 
U M K ko ta Surakar t a pada t ah un 2009 adalah sebesa r 
Rp 723.000,- yang dit e t apkan ber dasarkan hasil survey KHL 
pada t ah un 2008 yang saa t i t u berjumlah Rp 723.000,-, 
sehingga U MK tah u n 2009 dapa t men capai 100% KHL t ah u n 
2008. Berdasarkan P era t u ran Men t e ri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-01/Men/1999 
t e n t ang Upah Minimum, upah minimum t e r diri dari 75% upah 
pokok a t a u Rp 542.250,- dan 25% tunjangan t e t ap a t a u Rp 
180.750,-. Namun unt uk PT Dji toe Indonesia Tobako sendiri, 
upah pokoknya meru pakan 100% U MK kot a Surakar t a.   
2. Upah Total Karyawan PT Djitoe Indonesia Tobako 
Karyawan PT Dji t oe Indonesia Tobako t e r diri dari 
karyawan bulanan, karyawan harian, dan karyawan borongan. 
Dimana dalam sis t em pene t apan upahnya pun berlainan sa t u 
sama lain. Upah bagi karyawan bulanan dibayarkan se tiap 
bulan sekali, upah bagi karyawan harian dibayarkan se tiap 
seminggu sekali, sedangkan upah bagi karyawan borongan 
dibayarkan se tiap tiga hari sekali.  Upah o t al karyawan bagian pro d u ksi PT Dji t o e 
Indonesia Tobako mer upakan upah yang t e r diri dari  : 
3  
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a. upah pokok, merupakan upah pokok per ha ri, 
a. upah lembur, dihi t ung per jam dengan perhi t ungan 3/20 
dikali dengan upah pe r hari, 
b. uang t ambahan, diberikan bagi karyawan yang masuk shift 
malam, c.  uang makan, diberikan bagi karyawan yang masuk shift 
malam,  d.  uang t ranspor t , diberikan bagi karyawan yang pulang lebih 
da ri pukul 18.00 WIB sebesar Rp 1.000,- pe r hari, 
e.  po t ongan as t ek, mer upakan po t ongan asuransi t enaga 
kerja yang nilainya sama bagi seluru h karyawan PT Dji t o e 
Indonesia Tobako, yai t u sebesar 2% dari U M K Surakar t a. 
D alam peneli tian ini, karyawan un t uk bagian pro d uksi yang 
dimaksud merupakan karyawan harian, sehingga upah 
t e rsebu t dibayarkan tiap minggu. Karyawan bagian pro d uksi 
ini t e rbagi menjadi dua bagian, yai t u bagian molins dan bagian 
pa cking. Beriku t  ini jumlah karyawan pada bagian pro d uksi : 
Tabel IV.1 
Jumlah Karyawan Bagian Produksi 
 
Bagian 
Produksi 
Laki-Laki 
non-lajang 
Perempuan 
non-lajang 
Jumlah 
M olins 19 5 24 
Pa cking 9 17 26 
J umlah 28 22 50 
 Sumber: Bagian Personalia PT Dji toe Indonesia Tobako 
 
Karyawan bagian molins merupakan karyawan yang 
ber t ugas un t uk membua t rokok ba t angan, sedangkan 
karyawan bagian pa cking ber t ugas un t uk melakukan 
pengepakan rokok ba t angan ke dalam pak rokok. Selur u h 
3  
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pekerjaan t e rsebu t  dilakukan dengan ban t u an mesin. 
Sedangkan un t uk pengepakan mulai dari pak rokok sampai 
d engan bos rokok, dilakukan oleh karyawan borongan.  
Beriku t ini ra t a-ra t a  upah to t al un t uk karyawan bagian 
molins dan pa cking t ah un 2009: 
Tabel IV.2 
Rata-rata Upah Total Karyawan Bagian Molins dan Packing 
Tahun 2009 
 
Bagian Upah 
Pokok / 
per 
Minggu 
Uang 
tambahan 
per 
Minggu 
Uang 
Makan 
per 
Minggu 
Uang 
Transport 
per 
Minggu 
Pot. 
Astek / 
per 
Minggu 
Upah 
Total 
(non-
lembur) 
per 
Minggu 
Molins 175.175,00 37.050,00 7.916,67 2.833,33 3.625,00 219.350,00 
Packing 180.411,54 21.334,62 5.384,62 2.307,69 3.625,00 205.813,46 
  Sumber : Da t a sekunder ber upa da f t a r gaji, diolah. 
3. Menentukan besarnya KHL 
KHL (Kebu t u h an  Hidup Layak) di t en t ukan 
ber dasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim yang 
ber unsur Tripa ti t , yang t e r diri dari buru h yang diwakili oleh 
Serika t Buru h, pengusaha yang diwakili oleh Apindo, dan  
pemerin t a h yang diwakili oleh Disnaker. Beriku t ini hasil ra t a -
ra t a Keb u t u han Hidup Layak pada t a h un  2009: T bel IV.3 
Rekap Komponen KHL Tahun 2009 untuk Pekerja Lajang 
Dalam Sebulan dengan 3.000 kalori per Hari 
Kelompok Keperluan Nilai Sebulan 
Kel. I M akan dan Minum   353.002,20  
Kel. II Sandang     51.483,86  
Kel. III P e r umahan   231.232,24  
Kel. IV P en didikan     23.867,51  
Kel. V Keseha t an     29.502,02  
Kel. VI Transpor t asi   150.000,00  
Kel. VII Rekreasi dan Tab ungan     17.971,76  
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Jumlah KHL Tahun 2009   857.059,58  
  Sumber : Da t a Sekunder, diolah. 
Pa da t abel IV.3, dapa t dike t a h ui bahwa Kebu t u h an Hidup 
Layak pada t ah un 2009 adalah sebesar Rp 857.059,58. J umlah 
t e rsebu t merupakan perhi t ungan kebu t u han hidup layak bagi 
pekerja lajang.  
4. Upah Pokok, Upah Total, UMK, dan KHL 
Beriku t ini t abel- tabel perbandingan an t a ra upa h 
pokok, upah to t al, UM K, dan KH L: 
Tabel IV.4 
Upah Pokok, Upah Total, UMK, dan KHL per Bulan 
Tahun 2009 
 
Bagian Upah 
Pokok 
Upah Total 
(tanpa 
lembur) 
UMK KHL 
M olins 700.000,0
0 
877.400,00 723.000,00 857.059,58 
Pa cking 721.646,15 823.253,85 723.000,00 857.059,58 
             Sumber : Da t a sekunder ber upa da f t a r gaji yang diolah 
Tabel IV.5 
Perbandingan Upah Pokok, Upah Total, UMK, dan KHL per Bulan 
Tahun 2009 
 
Bagian Upah 
Pokok 
: Upah 
Total 
Upah 
Pokok 
: UMK 
Upah 
Pokok 
: KHL 
Upah 
Total : 
UMK 
Upah 
Total : 
KHL 
UMK : 
KHL 
M olin
s 
79,86% 96,92% 81,76% 121,36% 120,37
% 
84,36% 
Pa cki
ng 
87,66% 99,81% 84,20
% 
113,87% 96,06% 84,36% 
    Sumber : Da t a sekun d er yang diolah 
Berdasarkan tabel IV.4 dan tabel IV.5 dapa t diliha t  
bahwa un t uk karyawan bagian molins sebesar 79,86% dari 
upah to t alnya merupakan upah pokok, sedangkan un t u k 
karyawan bagian pa cking 87,66% dari upah to t alnya 
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merupakan upah pokok. Jika diliha t dari persen t ase upah  
pokok t e rha dap UM K, t e rnya t a upah  pokok sendiri belum 
memenuhi 100% U M K ko ta Surakar t a, dimana un t u k 
karyawan bagian molins, upah pokoknya hanya memenu hi 
96,92% dari U MK, se dangkan un t uk karyawan bagian packing 
hanya 99,81% dari UM K. Angka t e rsebu t diakiba tkan karena 
upah yang dibayarkan tiap minggu sekali (dihi t ung 7 hari kerja) 
sehingga dalam sebulan, ra t a-ra t a dihit u ng 28 hari kerja, 
padahal upah pokok per hari dihi t ung un t uk 30 hari kerja dari 
t o t al U MK sebesar Rp 723.000,- sehingga t e r dapa t selisih Rp 
48.200,- per bulannya. Namun, jika diliha t da ri perbandingan 
an t a ra upah to t al dengan U MK, baik karyawan bagian molins 
maupun karyawan bagian pa cking, upah to t alnya mampu 
memenuhi dan melebihi U MK ko ta Surakar t a, masing-masing 
sebesar 121,36% dan 113,87%. Upah pokok karyawan baik 
bagian molins hanya memenu hi 81,76% dari KHL sedangkan 
karyawan bagian pa c king hanya memenuh i sebesar 84,20% dari 
KHL. Namun, jika diliha t dari upah to t a lnya (tanpa lembur), 
karyawan bagian molins mampu memenuhi KHL bahkan 
melebihi nilai KHL, yai t u sebesar 120,37%, sedangkan un t uk  
karyawan bagian packing hanya 96,06% dari nilai KHL. Dar i 
t a bel di a t as juga dapa t diliha t bahwa t e rnya t a U MK sendiri 
t i dak mampu memenu hi 100% Kebu t u ha n Hidup Layak yang 
besarnya di t en t ukan  un t uk pekerja lajang. Padahal karyawan 
4  
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t elah memiliki keluarga, sehingga bukan hanya menanggung 
kebu t u h annya sendiri melainkan kebu t u han keluarganya juga
  xii 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
C. KESIMPULAN 
Berdasarkan peneli t ian yang dilakukan un t uk menge t a h ui 
pene t apan upah to t al karyawan bagian pro d uksi PT Djit o e 
Indonesia Tobako pada t ah un 2009 dan menge ta h ui upah t o t al 
dan kelayakan upah, penulis dapa t menarik beberapa kesimpulan 
yai t u sebagai beriku t : 1. P ene t p n upah un t uk karyawan PT Dji toe Indonesia 
Tobako, khususnya un t uk karyawan bagian prod uksi belum 
sesuai dengan U MK Surakar t a, hal t e rsebu t disebabkan oleh  
adanya perbe daan penghi t ungan upah per  hari, dimana jumlah 
ha ri kerja karyawan yang ra t a-ra t a per bulan adalah 28 hari, 
dihi t ung upah per ha ri un t uk 30 hari kerja dalam sebulan, 
yai t u sebesar Rp 48.200,- per bulannya. 2. J ika diliha t dari hasil peneli tian, upah to t al yang diberikan PT 
Dji toe Indonesia Tobako seca ra ra t a-ra t a t elah memenu hi 
t ingka t Kebu t u h an Hid up Layak, meskipun nilai Kebu t u h a n 
Hid up Layak dihi t u ng berdasarkan kebu t u h an bagi pekerja 
lajang.  
D. SARAN 
Berdasarkan hasil analisis t e rha dap pene t apan upah to t al 
P T Dji toe Indonesia Tobako, sebaiknya dalam menen t ukan upah 
pokok per hari disesuaikan dengan hari ke rja karyawan, sehingga 
jumlah dalam sebulan dapa t memenu hi U MK yang telah 
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di t e t apkan. Adanya penen t u an KHL yang hanya dinilai 
ber dasarkan kebu t u h an lajang, sehar usnya perlu 
diper timbangkan lagi sebagai dasar penen t u an upah pokok, 
karena tidak sediki t  karyawan yang telah berkeluarga, sehingga 
U M K yang di t e t apkan oleh pemerin t a h tidak menjadi upah 
pokok bagi karyawan.  
 
E. KETERBATASAN 
Ke t e rba t asan penelit ian ini t e rle t ak pada sampel da f t a r gaji 
karyawan yang bers t a t us non-lajang (sudah berkeluarga), padahal 
sebagai pembandingnya, yai t u KHL, diper un t ukkan un t uk 
pegawai lajang. A d anya ke tidaksamaan an t a ra sampel dengan 
pembandingnya disebabkan karena karyawan bagian prod uksi PT 
Dji toe Indonesia Tobako hampir 90% karyawannya sud a h 
berkeluarga, sehingga jumlahnya t e rlalu sediki t unr uk dijadikan 
sebagai sampel. Maka un t uk peneli tian selanju tnya sebaiknya 
bukan hanya karyawan bagian prod uksi saja yang di t eli ti 
melainkan seluru h karyawan dari berbagai depar t emen.  
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